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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Konsekuensi dari penghapusan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Paten ialah pemegang paten tidak punya kewajiban 

atau hilangnya kewajiban pemegang paten di Indonesia untuk membuat 

produk atau melakukan prosesnya di Indonesia. Sehingga tujuan dari 

dilaksanakannya paten untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan 

investasi dan penyediaan lapangan kerja demi pertumbuhan ekonomi, 

pembangungan dan kepentingan nasional sesuai dengan harapan yang 

tertuang dalam Pasal 7 TRIPs Agreement tidak dapat terwujud.   

 

B. Saran  

1. Pemegang Paten yang telah mendaftarkan diri di Indonesia seharusnya 

tetap melaksanakan pembuatan produk dan melakuan proses paten di 

Indonesia, sehingga masyarakat dapat yang mengakses teknologi tersebut 

dan merangsang munculnya inovasi dan invensi lanjutan dari invesi yang 

telah ada, serta membantu penyerapan lapangan kerja. Bagi pemerintah 

sebaiknya perlu melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 107 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan 

mempertimbangkan kembali menerapkan Pasal 20 Undang-Undang Paten 
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dan/atau menambahkan beberapa pasal yang dapat menunjang pasal terkait 

agar memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi berbagai pihak 

yang bersangkutan.  
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